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ABSTRAK : - Bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah semakin 

kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun 

lingkunannya, bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) sesuai penataan ruang terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, 

memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, penendalian, penyederhanaan 

dan penjaminan kepastian hukum, amanat  pasal 141 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
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